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Hal . Imbauan Distribusi Logistik dan

Pemusnahan Surat Suara

Kepada Yth: Ketua KPU Kab. Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2015 Tentang Penctapan Peratuian
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilthan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020
ieniang Pengawasan Pemunguian dan Penghilungan Suara Pemiiihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyeienggaraan Pemithan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;




8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan lainnya, Dan Periengkapan Pemungutan Suars Lainnya
Dalam Pemilihan Gubermur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Seria Wali Kola Dan Wakil Wali Kols;

7. Pergturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemiliban Gubemur Dan
Wakil Gubemur, Bupali Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota; |

8. Keputussn Komisi Pemilihan Umum Nomor 1518 Tehun 2024 Tenieng
Pedoman Teknis Tata Kelola Logistk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
BGubemur, Bupali Dan Wakil Bupsti, Seris Walikota Dan Waldil Walikots;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 108 Tahun 2024
Tentang identifkasi Potensi Kerawanan Dan Straiegi Pencegahan
Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam
Pemilihan Gubermnur Dan Wakil Gubernur, Bupali Dan Wakil Bupati, Wali
Kota Dan Wakil Wali Kola Tahun 2024;

10.8urat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024
Tentang Pencegehan Pslanggaren dan Pengawasan Pemungulan dan
Penghitumgan Suara dalam Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, seria Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada
Pengawasan Izhapan Distribusi Perlengkapan Pemunguian Suara, Dukungan
Perdengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Susra lLainnya
pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka dengan i diminta
kepada Keiua KPL Kab., Bangka Barat uniuk memperhaiikan hal-hal sebagai
berikut -

4. Bshwa bendasarkan Pasal Pasal 35 PKPU 12 Tahun 2024 yang berbunyi

{1) KPU Frovinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfanggung jawab dalam
merencanakan dan menefapkan mefode pendfstn‘busiaﬁ Logistik
Pemilihan, g

{2) Sekrefans KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabu;iaten/Kota
berlanggung jawab mendishibusikan Logistik Pemiliban kle tempat
penyimpanan atau gudang KPY Kabupaten/Kota.

{3) Sekretaris KPU Kabupsien/Kole berlanggung jawab mendiéhibusikan
Logistik Pemifihan kepada PPK, PPS, dan KFFS,
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{4) Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-untdangan yang mengafur mengenal pengataan
barang/fjasa pemeriniah. I

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekera sama dengan
Pemenniah, Pemerinieh Doerah, Kepoiisian Negara Republik indonesia,
dan Tenfara Nasional indonesia dalam mendistibusikan dan
mengamankan Logistik Pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 PKPU 12 Tahun 2024 yang berbunyi “Logisiik
Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS pafmgiiambat 1
{satu) han sebelum hariftanggal pemunguian suara’;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 PKPU 12 Tahun 2024 yang berbunyi *KPU
Provinsi dan KPU Kabupslen/Kola serfa sskrefarial KPU Provinsi dan
sekrefariat KR Kabupaten/Kofa menyiapkan dafa mengenai pengadaan dan
pendistibusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan
oieh Bawasl: Provinsi dan Bawasiu Kabupaten/Kota™

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1512 Tghun
2024 adalah sebagai berkut ; |
BAB IV Huruf 1 berbunyi “Jenis angkuian vang digunakan dapat berupa

snghkulen daral, angkulan air, danfaisuy  angkulan udara, dengan

perfimbangan sebagai berikut: situasi dan kondisi kecepatan distribusi
ketersedisan alat angkulan dan infrastrukiur yang ads; kondisi wilayah asal
dan ujuan,; efekiifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan™

BAB 1V Hurof | angka 2 berbunyl “Tugas PPK dalam Pendistribusian

Logistik Pemilihan adaiah sebagai berikut:

a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/aiau KP?S sesuai

jadwal dengan memperhailikan kefeniuan sebagai berikut:
1} mendahaiukan desa afau sebufan fain/kelurahan ietjauhl danfatai
st difangkau; }
2} dapat menyeriakan petugas pengamanan; dan ]
|
I

3) menggunakan alal fransporiasi yang cepat dan aman.

b. menyiapken BTIB dari PPK ke PPS dan/afey KPPS" dengan
menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam
L ampiran #f Keputusan ini, yang diunduh daii aplikasi Silog Pilkada;

C. mefskukan koordinasi dengan camal, pandia pengawas pemily
kecamatan, dan aparsi keamanan uniuk pengamanan Logistik Pemilihan
sefama pendistribusian;
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d. dalam hal Logistik Pemilihan dikinm fangsung ke TFS, PPK melakukan
koordinasi dengan kepala desa atau sebutan Jain/kelurahap, panitia
pengawas pemily kecamatan, kelurahan/desa alay sebulan Jain, PPS,
dan aparat keamanan”;

BAB I Hurof | angha 3 berbunyi “Tugas PPS dalam psndishibusian

{Logistik Pemifitan adalah sebagai berikul:

B. mendisitrbusikan Logistik Pemiliban kepada KPS sesusi jadwal;

b. menyiapkan BTT8 dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Keputusan inf, yang diunguh
dari gpiikasi Silog Fitkads;

c. melekukan koordinasi dengan kepala desa atfau sebutan lain/kelurahan,
panitia pergawas pemilu kecamaian, desa alau sebulan fair;i}':;e!waban,
dan aparaf keamanan unfuk gengamanan logistik FPemifihan selama
pendistibusian;

d  menfaga keamanan logistik Pemilihan pada saal pendisiribusian ke
KPPS, yakni lidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik
Pemilihan™;

BAB IV Huruf | anaka 4 berbunvi "KPU Kabupaten/Kofa berkewajiban

melakukan pemaniauan ferhadap kelancaran, keamanan, dan kesslamatan

pendistribusian {ogistik Pemifihan sejak dard KPU Kabupafen/Kota sampaf
dengan alamat fujian. Pemanisuan dilakukan dengan cara:

8. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikinm
ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebufuhan;

b. memsastikan seliap jenis Logislik Pemilthan yang felah dikinm sesuai
dengan alamaf tujuan dalam keadaan baik. utuh. dan selamat™ 4‘

BAB IV Huruf 1 berbunyi "KPU Kabupaien/Kola melalukan pemusnahan

kefebifian Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Sural Suara

yang melebihi jumiah kebuiuhan dengan langkah sebagai berikut:

1. menghitung jumiah kelebihan Surat Suara;

2. pemusnhahan jumlsh kelebihan Sural Suara dilgkukan 1 (#atUJ hari
sebelum hari dan fanggal pemungulan suara; |

3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia sefempat dan Bawssiu Provinsi dan/atay Bawaslu

Kabupaten/Kofa; dan |
I
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4, pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dafam be:l'fta acara
yang ditandafangani oleh KPU Kabupstfen/Kota, Kepolisian Negara
Republik indonesia sefempat, seria Bawasly Provinsi dan/atay Bawasly
Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana
tercanitum dalam Lampiran i Kepulusan ini, yang diunduh dan diunggah
kembali pada aplikasi Silog Fitkada’ '

{
D. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat {(2) PKPU Nomor 17 Tahun

2024 yang berbunyi : !

(1) Ketua KPPS memaslikan perlengkepan pemunguian svara, dukungan
perlerigkapan lainnya. dan perfengkapan pemungutan suara lainnva yang
gigunakan df 7PS dan diterima KPPS paling fambat 1 {salu) Hari sebelum
fiari dan fanggal pemungufan suara. 5

{2} Perlengkapan pemunguian suers, dukungan perfengkapan iaﬁfnya, dan
periengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dfmakgud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang baenganﬁ
mengenai perlengkapan pemungufan suera, dukungan periengkapsan
lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara fainnva dalam Pemifihan.

{. Bahwa berdasarken dasar hukum diaias, diimbau kepada KPU Kab. Bangka

Barat adalah sehagai berikut -

1. KPU Kabupazien Bangka Barat beseria .iajaran memastik Logisiik Pemilihan
yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari 1
sebelum hariftanggal pemunguian suara;

2. Menjamin ketersediaan surat suam di masing-masing TPS unfuk
menghindari kekurangan jumiah surat suara;

3. KPU Kabupaien Bangka Barsi beserla Jaisran dalam Distribusi
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemunguian Suara {ainnya memperhatikan mendahulukan
desa atau sebutan lainvkelurshan terjauh danfatau sulit  dijangkau,
menyeriakan petugas pengamanan dan menggunakan alat fransportasi
yang cepat dan aman;

6. KPU Kabupaten Bangka Barat beseria Jajaran selama melaksanakan

distibusi Perlengkapan Pemungulan Suara, Dukungan Perlengkapan

iginnya, dan Perlengkapan Pemungufan Suara Lainnya untuk menjaga

keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendishibusian dari Gudang KPU

Kabupaten Bangka Barat kepada PPK dan dari PPK kepada KPPS dengan

tidek membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan; |
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7. KPU Kabupaten Bangka Barat berkewajiban melakukan pemantauan
terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik
Pemilihan sejak dari Gudang KPU Kabupaten Bangka Barat sampai dengan
TPS;

8. KPU Kabupaten Bangka Barat memeriksa dan meneliti setiap jenis
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan yang akan dikirim
ke TPS sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan baik,
utuh, dan selamat;

9. Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah;

10.Melakukan Monitoring dan memastikan kelengkapan perlengkapan
pemungutan suara, termasuk surat suara, formulir, dan alat bantu lainnya,
sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.Memastikan surat suara yang diterima di TPS sesuai dengan jumlah
kebutuhan setiap jenis pemilihan ditambah 2,5% surat suara cadangan.

12.Pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik
Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota

13.Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan
tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasl Pemilu, Bovvama Bawaslu Tegakban Xeadidan Pemilu
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